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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Kota Dumai  

Berdasarkan Peraturan dan Pemerintah no. 45 Tahun 1957 tanggal 

pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah. Diluar Jawa dan 

Madura di undangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran Negara 

tahun 1957 Nomor 99, Maka Menteri Agama Republik Indonesia pada 

Tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957 tanggal pembentukan Pengadilan 

Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatra. Dalam Penetapan tersebut ada 

beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis dan Tanjung 

Pinang. 

Bagi Pengadilan Agama Dumai yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor 95 tahun 1982 yang secara resmi 

baru melaksanakan kegiatan mulai bulan April 1984. Maka pada tanggal 1 

April 1984 berdirilah Pengadilan Agama Dumai yang di Ketuai oleh Bapak 

Kamilun Anwar sebagai Ketua, Drs. M Nasir Mas sebagai Panitera Kepala, 

dan Drs. Lumban Hutabarat sebagai Hakim dengan dilantiknya Kamilun 

Anwar pada tanggal 1 Oktober 1983 sebagai Ketua Pengadilan Agama 

Dumai, pada tanggal 1 April 1984 maka resmilah berdirinya Pengadilan 

Agama Dumai, dan atas dasar itu ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan 

Agama Dumai. 

 

41 



 42 

Pengadilan Agama Dumai berkedudukan di Kota Administratif Dumai 

yang secara nyata baru melaksanakan tugas kegiatan pada tanggal 1 April 

1984, sebagai Gedung sementara Pengadilan Agama.  Dumai menyewa 

sebuah rumah penduduk yang terletak di jalan Nuri no. 5, sampai akhirnya 

tanggal 25 April 1985 Pengadilan Agama Dumai telah menempati Gedung 

Baru (Balai Sidang) dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Belakang Lepin, 

Bahwa lokasi Balai Sidang Penghasilan Agama Dumai tidak terletak di 

daerah Perkantoran dengan fasilitas yang minim sekali tanpa penerangan 

listrik. 

Tanggal 20 Agustus 2007 sampai sekarang telah menempati Kantor 

Baru Jalan Putri Tujuh Dumai. Yang di bangun dengan Anggaran APBN 

tahun 2005 dan tahun 2006. Walaupun secara resmi pemakaian gedung 

tersebut belum diresmikan, tetapi karena gedung lama yang sangat 

memprihatinkan dan sering terkena banjir, maka alternatifnya dengan 

memanfaatkan gedung baru. 

Kepemimpinan Pengadilan Agama Dumai hingga saat ini secara 

berturut-turut telah dipercayakan kepada : 

Kamilun Anwar (1983 s/d 1987) 

Drs. Bukhari Ras (1987 s/d 1990) 

Drs. Abdurrahman HAR, SH (1990 s/d 1994) 

Drs. Kasmansur (1994 s/d 1998) 

Drs. A. Bahri Adnan (1998 s/d 2003) 

Drs. Lumbun Hutabarat, SH (2003 s/d 2006) 
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Drs. H. Endang Tamani (2006 s/d 2011) 

Dra. Hj. Husni Rasyid S.H., M.H (2011 s/d 2015) 

Drs. H. Sasmiruddin. M.H (2015 s/d 2017) 

Drs. H.Usman. S.H., M.H (2017 s/d Sekarang ) 

 

B. Visi, Misi dan Program Kerja Pengadilan Agama Kota Dumai  

1. Visi dan Misi  

Sebuah organisasi yang mantap harus mempunyai visi dan misi 

yang jelas dalam pengurusannya. Visi adalah cara pandang yang jauh 

kedepan untuk bertindak. Adapun visi yang dimiliki oleh Pengadilan 

Agama Kota Dumai  yakni “Terwujudnya pengadilan agama dumai yang 

yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan 

keadilan”. serta misi dari pengadilan agama sendiri iyalah;  

a. Menjaga kemandirian badan peradilan 

b. Meningkatkan kualiatas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja 

di lingkungan Pengadilan Agama Dumai 

c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 

d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan aparatur Pengadilan Agama 

Dumai yang profesional, bersih, beribawa dan berakhlak karimah. 

e. Meningkatkan akredibilitas ndan trasparansi dan peradilan  

f. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku  
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2.  Program Kerja Pengadilan Agama Kota Dumai  

Pangadilan Agama Kota Dumai melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 20. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:  

a. Perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang 

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan 

yang berlaku dilakukan menurut syari’ah, antara lain: 

1) Izin beristri lebih dari seorang,  

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,  

3) Dispensasi kawin,  

4) Pencegahan perkawinan,  

5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah,  

6) Pembatalan perkawinan,  

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,  

8) perceraian karna talak,  

9) gugatan perceraian,  

10) penyelesian harta bersama,  
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11) Pengusaan anak-anak, ibu dapat memilkul biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak bilamana bilamtangana bapak yang seharusnya 

bertanggung jawab tidak mematuhinya,  

12) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 

13)  Putusan sah tidaknya seorang anak,  

14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,  

15) Pencabutan kekuasaan orang tua,  

16) Pencabutan kekuasaan wali,  

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut, 

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cult-

up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 

tuanya,  

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada dibawah kekuasaannya, 

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasatrkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan 

pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,  

21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 

Undang-Undnag Nomor 1 tahaun 1974 tentang perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain. 
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b. Waris, Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang  

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan  

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta 

peninggalan tersebut,  serta penetapan pengadilan atas permohonan 

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 

bagian masing-masing ahli waris. 

c. Wasiat, Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang 

memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia. 

d. Hibah, Yang dimaksud dengan "hibah"  adalah  pemberian suatu benda 

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum 

kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. 

e. Wakaf, Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatanseseorang 

atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian  harta  benda miliknya untuk  dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai  dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari'ah. 

f.  Zakat, Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib 

disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh 

orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada  

yang berhak menerimanya. 



 47 

g. Infaq, Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang 

memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik 

berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki 

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan 

rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 

h. Shadaqah, Yang dimaksud dengan "shadagah" adalah perbuatan 

seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan 

hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala 

dan pahala semata. 

i. Ekonomi syari’ah, Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari'ah, antara lain meliputi: 

1) Bank syari’ah 

2) Lembaga keuangan mikro syari’ah  

3) Asuransi Syariah 

4) Reasuransi  

5) Reksa dan Syari’ah 

6) Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

7) Sekuritas syari’ah  

8) Pengadaian syariah 

9) Pembiayayan syari’ah 

10) Penggadaian syari’ah  
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11) Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah  

12) Bisnis syariah  

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut : 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 

Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah 

jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan 

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 

No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 
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d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 

2006). 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ 

VIII/2006). 

f. Fungsi Lainnya : 

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah 

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

Pengadilan  Agama  Dumai  sebagai  satuan  kerja  di  bawah  

Mahkamah  Agung  RI  memiliki  tugas  utama  menerima, memeriksa,  

dan  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  oleh  para  pencari  keadilan.  

Program  Kerja  Pengadilan  AgamaDumai disusun untuk mendukung agar 
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perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Dumai dapat terlaksana 

dengan baik sehingga pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari 

keadilan dapat terpenuhi.  

Program  Kerja  Pengadilan  Agama  Dumai  Tahun  2018 menjadi  

acuan  dan  pedoman  dalam  melaksanakan  tugas pada  tahun  2018 yang  

meliputi tugas yustisial,  bidang  kepaniteraan,  bidang  kesekretariatan,  

bidang  pelayanan  publik, dan tugas lainnya. Tugas-tugas pada program 

tahun sebelumnya yang sudah terlaksana meskipun belum terlaksana 

dengan  baik,  telah  dievaluasi sehingga  program  kerja  tahun  berikutnya  

telah  disempurnakan  demi  perbaikan  pada  tahun-tahun yang akan 

datang.  

DasarHukum 

a. Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  

AtasUndang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah 

Agung. 

b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

c. Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  

Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentangPeradilan 

Agama.  

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan. 

f. DIPA Pengadilan Agama Dumai Nomor DIPA-005.01.2.402622/2018 

dan Nomor DIPA-005.04.2.402623/2018 tanggal 5Desember 2017.  

g. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Dumai. 

1. Program Umum 

a) Meningkatan evaluasi kinerja peradilan 

a. Melakukan pembinaan terhadap seluruh Pegawai Pengadilan 

Agama Dumai 

b. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku 

b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan 

a. Mengefektifkan tugas Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID). 

b. Menyampaikan hasil evaluasi pengawasan HAWASBID ke 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 

2. BIDANG KEPANITERAAN 

a) Penyelesaian perkara 

a. Penyelesaian sisa perkara tahun 2017 dan perkara yang diterima 

pada tahun 2018. 

b. Penyelesaian perkara sejak diterima hingga minutasi paling lambat 

5 bulan. 
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c. Menyelesaikan perkara 100 % dapat diselesaikan. 

d. Melaksanakan mediasi terhadap para pihak yang keduanya hadir. 

e. Minutasi berkas perkara selambat-lambatnya satu minggu setelah 

diputus 

f. Menyampaikan salinan putusan dan petikan selambat-lambatnya 

14 hari setelah berkekuatan hukum tetap 

g. Menerbitkan akta cerai 

h. Menyelesaikan perkara sesuai standar pengawasan. 

b) Bantuan hukum dan Peningkatan sistim informasi perkara. 

a. Pelaksanaan sidang keliling 

b. Penyelenggaraan sidang prodeo 

c. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan hukum (POSBAKUM) 

d. Mengefektifkan penggunaan SIPP 

c) Meningkatkan evaluasi kinerja peradilan 

a. Rapat evaluasi 

b. Rapat Pimpinan 

c. Melakukan pembinaan terhadap seluruh karyawan/ti (DDTK) 

d) Meningkatkan kualitas putusan 

a. Melaksanakan bedah putusan 

b. Melakukan eksaminasi putusan 

c. Melakukan diskusi tematik hukum formil dan materil 

e) Peningkatan kualitas Berita Acara Sidang. 

a. Melaksanakan eksaminasi Berita Acara Sidang. 
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f) Menyediakan sarana pengaduan masyarakat. 

a. Mengaktifkan penggunaan aplikasi SIWAS-MARI 

b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat  secara langsung maupun 

tidak langsung  

g) Melayani permintaan pertimbangan hukum Islam 

a. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

apabila diminta. 

b. Ikut serta melakukan Itsbat rukyat hilal 

h) Melengkapi administrasi kepaniteraan 

a. Penerimaan perkara dengan sistim meja (meja 1, meja 2 dan meja 

3) 

b. Menyediakan formulir / instrumen yang berkenaan dengan perkara. 

c. Mengikuti dan mengontrol alur penerimaan perkara. 

d. Efektifitas pengisian buku-buku register perkara. 

i) Menata keuangan perkara 

a. Menertibkan pembukuan dan tanggung jawab biaya-biaya panjar 

perkara. 

b. Memanfaatkan jasa perbankan dalam menerima panjar perkara. 

j) Menertibkan administrasi PNBP dan penyetorannya ke Kas negara. 

a. Menertibkan SK panjar biaya perkara / radius panggilan 

k) Menata arsip berkas perkara dengan baik 

a. Mengelola arsip berkas perkara sesuai pola bindalmin. 

b. Menyajikan data statistik perkara. 
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c. Mengarsipkan akta nikah. 

l) Melaksanakan laporan sesuai dengan ketentuan pola bindalmin. 

a. Menyampaikan laporan bulanan model L1-PA.1sampai dengan 

L1-PA.22 paling lambat pada tanggal 5 pada bulan 

berikutnyadalam bentuk soft copy dan hard copy ke Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru dengan tembusannya ke Badan 

Peradilan Agama Mahkamag agung RI. 

b. Laporan bulanan khusus dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru tanpa tembusan sebagai berikut: 

1) Laporan faktor penyebab terjadinya perceraian. 

2) Laporan perkara khusus PP No: 10/1983 jo PP No: 45 tahun 

1990. 

3) Laporan minutasi berkas perkara. 

4) Laporan pelaksanaan sidang ikrar talak. 

5) Laporan tanggal penyerahan berkas dan tanggal PHS. 

6) Laporan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus. 

7) Laporan pelaksanaan mediasi (PERMA No: 01 Tahun 2016) 

8) Laporan pelaksanaan sidang keliling. 

9) Laporan perkara yang penyelesaiannya melebih 5 bulan. 

10) Laporan amar putusan / penetapan. 

11) Profil dan data statistik. 

m) Menyediakan sarana pelayanan informasi publik. 

a. Memberikan informasi Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan 
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KMA: 1-144/KMA/SK/I/2011. 

b. Menyampaikan informasi perkara melalui aplikasi laporan on-line 

 

3.   Bagian Umum Dan Keuangan 

1. Meningkatkan penata usahaan BMN. 

a. Melaksanakan penatausahaan BMN dengan sarana aplikasi 

SIMAK-BMN. 

b. Membuat dan mengirimkan laporan BMN selaku UPB. 

c. Melakukan rekonsiliasi BMN ke KPKNL Dumai 

d. Melakukan rekonsiliasi internal. 

e. Membuat DBR, DBL, dan KIB. 

2. Meningkatkan penata usahaan BMN. 

a. Memelihara gedung kantor dan rumah dinas. 

b. Memelihara kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. 

c. Memelihara barang inventaris lainnya. 

d. Mengurus perpanjangan pajak kenderaan dinas roda 2 dan roda 4. 

e. Merencanakan penataan kembali ruang kerja. 

f. Melaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas kantor berupa 

paket meubelair. 

g. Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 

pendukung SIPP berupa laptop. 

h. Melaksanakan perbaikan toilet 

i. Membuat sarana parkir kendaraan roda 4 

j. Membuat sarana parkir kendaraan roda 2 
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k. Pembuatan bak bakar sampah 

l. Pengecatan gedung kantor 

m. Pembuatan teralis drynase 

n. Pembuatan plang kantor 

o. Pembuatan dapur kantor (pantry) 

3. Penatausahaan barang persediaan untuk keperluan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pengadilan. 

a. Melaksanakan belanja alat tulis kantor dan keperluan kantor 

lainnya. 

b. Melakukan pecatatan dan pendistribusiannya secara manual dan 

melalui aplikasi yang telah disediakan. 

c. Melakukan opname fisik barang persediaan secara rutin dan 

berkala. 

4. Melaksanakan penatausahaan tata persuratan. 

a. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar. 

b. Mengklasifikasikan surat masuk sesuai dengan aturan kepada unit 

pegelola dan mengirimkan surat keluar sesuai tujuan baik melalui 

jasa PT. POS, atau melalui jasa kurir lainnya. 

5. Penataan surat arsip dinamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

a. Melaksanakan penataan terhadap arsip surat keluar dan surat 

masuk. 

b. Melakukan pengawaasan terhadap arsip dinamis. 
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6. Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan 

aturan yang berlaku. 

a. Menerima, mencatat dan memberi katalogisasi sesuai 

klasifikasinya. 

b. Menata buku dan mengklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. 

c. Pengelolaan berbasis komputer. 

7. Meningkatkan kebersihan, kerapihan, kesehatan dan kesejahteraan. 

a. Memaksimalkan kegiatan gotong royong setiap Jumat. 

b. Melaksanakan olahraga, yang diantaranya tenis lapangan, senam, 

volley ball dsb. 

c. Mengupayakan penyediaan baju dinas pegawai dan tenaga 

kontrak. 

d. Melakukan penataan taman/ halaman kantor. 

4.  Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi Dan Pelaporan 

a) Efektifitas penyusunan rencana dan realisasi anggaran rutin pada 

Pengadilan Agama Dumai. 

a. Melakukan pengkajian dan pembahasan dalam rangka penyusunan 

RKAKL 2019. 

b. Berkoordinasi secara internal dalam hal penyusunan perencanaan. 

b) Peningkatan kualitas operasional Hardware, Software dan Pengelolaan 

Website 

a. Menyusun kepengurusan Tim Redaksi Website 

b. Membantu melakukan maintenance alat-alat kelengkapan IT milik 
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Pengadilan Agama Dumai 

c. Rapat bulanan (koordinasi dan evaluasi) tim IT dan Web 

d. Pengadaan pheripheral unit untuk perbaikan /penggantian peralatan 

yang rusak 

e. Monitoring dan maintenance jaringan internet dan wireless 

f. Monitoring dan maintenance hardware 

g. Instalasi dan upgrade application tools, antivirus, operating system 

dan hardware driver. 

h. Upload berita dan kegiatan kantor ke website Pengadilan Agama 

Dumai 

i. Pengelola CPanel WEB Kantor 

j. Meng-update data-data pada menu website : data kepegawaian, 

laporan keuangan dll. 

c) Menertibkan laporan rutin. 

a. Membuat dan mengirimkan laporan SAI dan realisasi ke KPPN 

Dumai. 

b. Membuat dan mengirimkan laporan Manual Realisasi Anggaran ke 

PTA Pekanbaru. 

c. Membuat laporan tahunan 2018 

d. Membuat laporan Akuantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) 2018. 

e. Membuat program kerja tahun 2018 

f. Meng-update laporan pada aplikasi Komdanas MARI 
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g. Meng-update laporan pada aplikasi Monev Anggaran 

h. Meng-update laporan pada aplikasi Monev Bappenas 

i. Melakukan koordinasi dengan bagian Umum terkait SIMAK-

BMN. 

5.  Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana 

a) Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia 

aparatur dibidang administrasi umum. 

a. Mengusulkan pejabat/calon pejabat struktural untuk mengikuti 

pendidikan. 

b. Mengikutsertakan pejabat kepegawaian pada orientasi 

SIMPEG/SIKEP apabila ada kesempatan. 

c. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti ujian dinas dan UPKP. 

b) Menciptakan suasana kerja yang dinamis dan dan penyegaran dalam 

tugas dan jabatan. 

a. Mengusulkan kenaikan pangkat pilihan atau reguler periode April 

dan Oktober 2018. 

b. Meneruskan usulan mutasi pindah tugas atas permintaan sendiri. 

c.  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan 

formal SI da S2 serta pengusulan Surat Izin Belajar bagi pegawai 

yang belum memiliki Surat Izin Belajar. 

d. Membentuk dan memfungsikan TPM (Tim Promosi dan Mutasi) 

pada Pengadilan Agama Dumai. 

e. Meningkatkan pelayananan terhadap pegawai Pengadilan Agama 
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Dumai . 

f. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan piagam satya lencana 

karya satya. 

c) Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan dedikasi pegawai. 

a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan bidang administrasi 

kesekretariatan, teknis peradilan dan manajemen pimpinan 

pengadilan. 

b. Mengikutsertakan pejabat/ calon pejabat struktural/ fungsional 

dalam diklat penjenjangan. 

d) Menyempurnakan tertib administrasi dibidang kepegawaian. 

a. Melengkapi dan menyempurnakan file kepegawaian. 

b. Membuat dan menyusun data kepegawaian. 

c. Membuat dan menyusun DUK dan bezetting pada akhir tahun. 

d. Penyelenggaraan sistim administrai kepegawaian melalui aplikasi 

simpeg. 

e. Membuat Job Description seluruh pegawai pada tiap awal tahun 

f. Membuat SKP bagi seluruh pegawai tiap akhir tahun. 

g. Membuat Kenaikan Gaji Berkala pegawai. 

h. Membuat KP.4 bagi seluruh pegawai dan Surat Pernyataan 

Menduduki Jabatan serta Surat Pernyataan Melaksanakan tugas 

bagi Pejabat pada tiap akhir tahun. 

e) Menata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai. 

a. Menyusun uraian tugas pegawai sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

b. Menertibkan absensi pegawai. 
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f) Berjalannya kegiatan organisasi resmi di Pengadilan Agama Dumai. 

a. Meningkatkan peran aktif Dharmayukti Karini Pengadilan Agama 

Dumai  dan Dharmayukti Karini Cabang Kota Dumai. 

b. Menghadiri dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dharmayukti 

Karini Cabang Kota Dumai. 

c. Meningkatkan kegiatan IKAHI Pengadilan Agama Dumai  

bersama Pengadilan Negeri Dumai sebagai organisasi profesi yang 

mampu menopang kegiatan penegak hukum dan keadilan. 

d. Mengikutsertakan tim PTWP Pengadilan Agama Dumai  di 

berbagai turnamen. 

e. Mengadakan pembinaan dan mencari bibit-bibit pemain dengan 

jalan memasyarakatkan olah raga tenis lapangan di kalangan 

karyawan/ti Pengadilan Agama Dumai . 

f. Mengikuti turnamen 1 (satu) tahun sekali dalam rangka ulang 

tahun Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. 

g. Meningkatkan peran serta IPASPI cabang Pengadilan Agama 

Dumai  untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota. 

h. Ikut aktif dalam kegiatan IKAHI dan IPASPI Daerah Provinsi 

Riau. 
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C. Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Program Kerja Pengadilan 

Agama Kota Dumai 

Gambar 4.1 Bagan pembuatan Gugatan atau Permohonan 

 

 

 

 

      

 

Gambar 4.2 Bagan Pelayanan Informasi 
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D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Dumai 

 

Drs. H. USMAN, S.H.,M.H 
NIP. 19650309.199203.1.003 
ALFIZA., S.HI, M.A 
NIP. 19790815.200704.1.001 
T. MUFARDISSHADRI., S.HI 
NIP. 19820425.200704.1.001 
SUDARMAN., S.Ag.,M.H. 
NIP. 19771115.200805.1.001 
ZULFADLI., S.HI.,M.H. 
NIP. 19840818.200805.1.001 
Dr. HASAN NUL HAKIM., S.HI, M.A 
NIP. 19810702.200904.1.009 
BADRUL JAMAL., S.H, M.H 
NIP. 19820608.200904.1.005 
Drs. BULGANI 
NIP. 19661005.199402.1.001 
MUHAMMAD YANIS., S.Ag 
NIP. 19731010.200112.1.003 
Dra. ROHAYA 
NIP. 19630503.199203.2.001 
ZAINUDDIN KOROMPOT., S.H 
NIP. 19610110.199202.1.001 
MURZANI., S.Ag 
NIP. 19621231.199203.2.016 
Dra. ASMAWATY 
NIP. 19701227.199603.2.001 
DIAN TRISNAVITA HSB., S.H Panitera Pengganti 
NIP. 19810527.200904.2.003 Panitera Pengganti 
ELIZARTI., S.HI Kasubbag Umum Keuangan 
NIP. 19720510.199402.2.001 
NURMALA Kasubbag Perencanaan, 
NIP. 19640313.199403.2.001 Kasubbag Kepegawaian Ortala 
ANITA YUSRAIDA., S.Kom 

NIP. 19861030.200912.2.006 
Drs. H. ZAKARIA W 
NIP.19641024.200302.1.001 
SUHENDRI 
NIP. 19700703.199203.1.004 
JEFI EPRIANTI., S.HI.,M.H 
NIP. 19851018.200912.2.003 
MAJDY HAFIZHUDDIN., S.Sy.,M.H 
NIP. 19851211.200604.1.004 
INDRA GUNAWAN., S.Ag, M.Ag 
NIP. 19770602.201101.1.006 
INDRIATI WAHYUSARI 
NIP. 19790513.200912.2.002 

Penata Muda Tk. I (III/b) 

Penata Tk. I (III/d) 

Penata Tk. I (III/d) 

Penata (III/c) 

Penata (III/c) 

Penata (III/c) 

Penata Muda Tk. I (III/b) 

Penata Muda (III/a) 

Penata (III/c) 

Penata Muda (III/a) 

Jurusita Pengganti 

Jurusita Pengganti 

Jurusita Pengganti 

Penata (III/c) 

Penata (III/c) 

Pembina (IV/a) 

Penata Tk. I (III/d) 

Penata Tk. I (III/d) 

Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Gugatan 

Panitera Pengganti 

Kasubbag Perencanaan, Teknologi  
Informasi dan Pelaporan 

Jurusita  

Jurusita Pengganti 

Hakim 

Hakim 

Panitera  

Sekretaris 

Panmud Permohonan 

Penata (III/c) 

23 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

7 

8 

9 

10 

11 

Penata (III/c) 

5 

6 

Hakim Penata (III/c) 

Hakim Penata (III/c) 

Tabel 4.1 DAFTAR NAMA HAKIM DAN PEGAWAI 

Staf Umum dan Keuangan Pengatur (II/c) 

NO NAMA / NIP 

2 

Ketua Pembina Utama Muda (IV/c) 1 

JABATAN    PARAF 

Hakim Penata (III/c) 

4 

3 

Hakim 
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Gambar 4. 3  STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN AGAMA DUMAITAHUN 2017 
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TI DAN PELAPORAN 

ANITA YUSRAIDA, S.Kom 
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KASUBBAG 
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DAN ORTALA NURMALA 
NIP. 
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